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Abstrak
 

<b>ABSTRAK</b><br>

Penelitian ini berangkat dari distorsi yang terjadi pada defenisi dan ruang lingkup keuangan negara yang

luas yang mereduksi konsistensi dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai badan hukum privat.

Secara konseptual, pengelolaan keuangan negara berbeda dengan pengelolaan keuangan BUMN.

Kedudukan BUMN sebagai salah satu pelaku ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan

demokrasi ekonomi yang seharusnya dalam pengelolaannya sejalan dengan prinsip Good Corporate

Governance (GCG). Penelitian ini bertujuan untuk mendalami dan mengkaji kebijakan yang dilakukan oleh

pemerintah terhadap pembentukan holding melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017

tentangPenambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham PT. Indonesia

Asahan Aluminium. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan

dalam pendirian BUMN perseroan negara sebagai pemilik modal baik sebagian maupun seluruhnya juga

tidak dapat menggunakan kewenangan publiknya untuk mengelola dan mengatur perseroan. Hal ini

disebabkan recht positie pemerintah dalam perseroan adalah badan hukum perdata dan sama dengan pemilik

modal lainnya.. konsekuensi terhadap anak perusahaan holding atas kebijakan yang dilakukan pemerintah

berimplikasi pada anak perusahaan yang sebelumnya berstatus sebagai BUMN beralih menjadi perseroan

terbatas biasa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan BPK) tidak berwenang

untuk melakukan pemeriksaan terhadap BUMN sebab keuangan negara yang menjadi saham baik 51 % atau

seluruhnya dalam Persero tidak lagi berstatus sebagai keuangan negara, dan berubah menjadi keuangan

Persero, karena telah bertransformasi yang awalnya keuangan publik beralih menjadi keuangan perdata.

Dengan demikian, negara atau lembaga negara yang berperan sebagai subyek hukum privat tidak

mempunyai kewenangan apapun dalam wilayah hukum perdata yang menyebabkan intervensi oleh penguasa

terhadap BUMN.

<hr />

<b>ABSTRACT</b><br>

This research departs from the distortion that occurs in the definition and scope of broad state finances so as

to reduce the consistency of State-Owned Enterprises (BUMN) as private legal entities. conceptually,

management of state finances is different from the management of state-owned finance. The position of

https://lib.ui.ac.id/detail?id=20498512&lokasi=lokal


BUMN as one of the economic actors in the national economy based on economic democracy which should

be in its management is in line with the principles of Good Corporate Governance (GCG).This research aims

to explore and review the policies which carried out by the government towards the establishment of holding

through Government Regulation Number 47 of 2017 concerning the Addition of State Capital Participation

of the Republic of Indonesia into the Share Capital of PT. Indonesia Asahan Aluminum. This research uses

normative legal research. The results of the study show that in the establishment of state-owned enterprises

the owners of capital both partially or completely also cannot use their public authority to manage and

regulate the company. This is because government positive recommendations in the company are civil legal

entities and the same as other capital owners. So that the management burden and responsibility of the

company cannot be delegated to the government as a public legal entity. The consequence of the holding

company policy-making subsidiary has implications for subsidiaries which previously had the status of

BUMN turned into ordinary limited liability companies. This study concludes that the Supreme Audit

Agency (BPK) is not authorized to carry out inspections of state-owned enterprises because the state

finances that are either 51% or thoroughly in the Persero are no longer state finances, and transformed into

Persero finances, because they have initially switched public finances. become civil finance. Thus, the state

or state institution that acts as the subject of private law does not have any authority in the area of civil law

which causes intervention by the authorities against.


